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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

l.

Dikeluarkannya Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 adalah sebagai dasar pembatasan
kebebasan beragama dalam hal pendirian rumah ibadah, yang ditujukan untuk
menjaga ketertiban umum. Serta sebagai bentuk tindakan preventif pemerintah
dalam suatu masyarakat yang heterogen. Selain itu, keberadaan Perber No. 8
dan 9 Th. 2006 dimaksudkan untuk memberikan arahan bahwa dalam
menjalankan kebebasan beragama melalui pembangunan rumah ibadah harus
memperhatikan peraturan yang ada, sehingga kebebasan tersebut tidak
melanggar kebebasan orang lain yang juga harus dilindungi. Secara substansi,
ketentuan mengenai prosedur pendirian rumah ibadat yang terdapat dalam
Perber Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 bertujuan untuk menjaga ketertiban umum
dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Dengan kata lain, ketentuan
dalam Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 sudah dapat menjamin terpenuhinya hak
beragama masyarakat sesuai dengan Pancasila, UUD1945, UU Ham, dan
ICCPR. Namun demikian, tujuan dari keberadaan Perber itu sendiri
menghadapi berbagai rintangan dalam tahap pelaksanaan/implementasinya,
sehingga belum mencapai hasil yang sebagaimana mestinya.

Pada prinsipnya secara regulasi Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 tidak bertentangan
dengan konstitusi dan peraturan lainnya, namun keberadaan Perber No. 8 dan 9
Th. 2006 menjadi kontraproduktif bagi kerukunan hidup beragama karena pada
pelaksanaannya seringkali menjadi sumber konflik pendirian rumah ibadah.
Ketentuan mengenai perijinan pendirian rumah ibadah yang terdapat dalam
Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 pada tahap pelaksanaannya dimanfaatkan oleh
oknum masyarakat dan kelompok tertentu untuk melakukan diskriminasi
terhadap penganut agama lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan inkonsistensi
dari implementasi Perber No. 8 dan 9 Th. 2006. Regulasi yang mudah untuk
dipergunakan untuk tindakan diskriminasi ini kerap dimanfaatkan oleh
kelompok-kelompok agama radikal untuk memberangus hak kebebasan

mendirikan rumah ibadah. Sehingga, dengan keberadaan Perber No. 8 dan 9 Th.
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2006 yang implementasinya dapat menimbulkan tindak diskriminasi tersebut
perlu dilakukan revisi atau menggantinya dengan peraturan baru yang lebih baik
dan tidak memiliki celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum

masyarakat ataupun kelompok-kelompok radikal tertentu.

5.2. Saran

l.

Agar dapat menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh rakyat maka
pemerintah harus mencabut Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 serta menggantinya
dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang mampu
melindungi seluruh rakyatnya dalam mengimplementasikan keyakinan
agamanya dengan damai. Dengan kata lain, Pemerintah perlu membuat sebuah
peraturan baru mengenai prosedur pendirian rumah ibadah yang lebih mudah,
cepat dan sederhana sehingga dapat memberikan jaminan bagi pelaksanaan hak
beragama dari Warga Negara.

Pemerintah beserta tokoh masyarakat melakukan pembinaan kepada
masyarakat mengenai kerukunan hidup diantara umat beragama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta mengembangkan sikap
saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya masing-masing itu, agar permasalahan-permasalahan yang
terjadi di tengah masyarakat seperti penolakan terhadap pembangunan rumah
ibadat dapat segera teratasi dan implementasi peraturan perundangan mengenai
pendirian rumah ibadah dapat dilaksanakan secara konsisten dan mencapai hasil

yang optimal, yaitu terciptanya kerukunan antar umat beragama di Indonesia.
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